
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa ketimpangan persebaran penduduk antar wilayahtelah berdampak terhadap kesenjangan pertumbuhanantar wilayah sehingga menjadi salah satu kendala
dalam meningkatkan kesejahteraan dan kuahtas
kehidupan masyarakat di wilayah pinggiran daerah
Provinsi Kalimantan Timur,

a

bahwa pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi
Kalimantan Timur selama mi telah berhasil membuka
isolasi wilayah yang memberikan kontribusi terhadap
pertumbuh-kembangan kawasan perdesaan menjadi
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah,

b

bahwa kelemahan pelaksanaan pembangunan
transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur
selama ini disebabkan oleh orientasi pelaksanannya yangberfokus pada pembangunan unit permukiman, bersifat
sporadis, dan cenderung mengedepankan aspek
perpindahan penduduk dari daerah Ian sehingga
perhatan kepada masyarakat setempat kurang
proporsional,

Cc

bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian dengan Undang-UndangNomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasianberikut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentangPerubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasan mengubah orentasi dan
kewenangan pembangunan transmigrasi, yattumenekankan kepada aspek pembangunan kewilayahan
dengan memberikan perhatian lebih besar kepada
masyarakat setempat serta memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Daerah sebagai pemrakarsa dan
pelaksana,

d



2

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangPelaksanaan Transmigrasi,

ec

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

1

Uridarig-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106),

2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043),

3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3478),

4

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3647),

5

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5050),

6

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tertaig Kehutarah merjadi Undarng-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412),

7

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613),

8
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

9

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724),
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725),
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739),
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866),
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4925),
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015),
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19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentangPerumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 5495),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5979),
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385),
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452),
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453),
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655),
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103),
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah denganUU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5497),
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nonor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539),
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentangGrand Desain Pembangunan Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310),
Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR H Awang Faroek Ishak, MM, MSi
sebaga “Gubernur dan H M Mukmmn Fasyal, SH
sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan
Tahun 2013-2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32),
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Paryang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menetapkan

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
TRANSMIGRASI
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1in1, yang dimaksud dengan
1

10

11

12

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketransmigrasian

3

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur4

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kepala Daerah sebaga unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpn pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi
Kalimantan Timur

5

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

6

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

7

Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan transmigrasi

8

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk
meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah

9

Pelaksanaan transmigrasi adalah serangkaian kegiatan pembangunan
dan pengembangan potensi sumberdaya kawasan perdesaan menjadi
pusat-pusat pengembangan ekonomi wilayah untuk meningkatkan
kesejahteraan melalui kegiatan perencanaan dan penataan pertanahan,
pembangunan kawasan, penataan persebaran penduduk, dan
pengembangan kawasan transmigrasi
Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah
secara sukarela ke kawasan transmigrasi
Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi
sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem
pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi
permukiman transmigrasi
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25

7.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utamauntuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,sumber daya manusia, dan sumber daya buatan
Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT
adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan
permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan
pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk
mewiyudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebaga kawasan
perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah
lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk
mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang
sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai denganrencana tata ruang wilayah
Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah
satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah
satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa
utama

.

Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian
dari Kawasan Transmugrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan
dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi
Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau
bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal
dan tempat usaha Transmigran
Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari
SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman
sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai
dengan lima ratus) keluarga
Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah
bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa
permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga
ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil
pembangunan baru
Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar
adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang
dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya
tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga
Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-
Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam delmasi
Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP
Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai
prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan
fungsi lam di KPB
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Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT
adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan
Transmigrasi
Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkatPPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP
Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk setempat
yang ditetapkan sebagai transmigran serta penduduk setempat yang
bertempat tinggal di SP-Tempatan
Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal
adalah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon
Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Asal adalah pemerintah daerah provinsi
tempat tinggal calon transmigran sebelum pindah ke kawasan
transmigrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal adalah Pemerintah Daerah
kabupaten/kota tempat tinggal calon transmigran sebelum pindah ke
kawasan transmigrasi,
Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan
adalah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya
dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Tujuan adalah pemerintah daerah provinsi
yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan kawasan transmigrasi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tujuan adalah pemerintah daerah
kabupaten/kota yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan kawasan
transmigrasi
Pencadangan Tanah adalah penunjukan area tanah oleh Bupati/Walikota
atau Gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan
Transmigrasi
Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan
kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas Ingkungan dan
pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktifmasyarakat
Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah
hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi
Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL adalah hak menguasai
dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan
kepada pemegangnya
Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi
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Pasal 2

Pelaksanaan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur
merupakan instrumen pembangunan dari pinggiran berupa pembangunandan/atau pengembangan kawasan perdesaan menjadi satu kesatuan sistemproduksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam yang memilikiketerkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan kota-kota kecil dan
menengah sebagai pusat kegiatan perekonomian

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Daerah 1m adalah
a mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasidi daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuar dengan kondisi dan kearifan

lokal,
b memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pemangkukepentingan di daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakantugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya di bidangpelaksanaan pembangunan transmigrasi, dan
c mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah

Provinsi Kalimantan Timur dalam seluruh aspek pelaksanaan
pembangunan transmigrasi

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah im melputia Tyuan, sasaran, dan arah pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi
Kalimantan Timur,

b Transmgran dan perlakuan Kepada Periduduk Setempat Sebagai
Transmigran,
Kawasan Transmigrasi,
Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Penyediaan Tanah,
Pembangunan Kawasan Transmigrasi,
Perigemibangan Kawasan Transmigtasi,
Pembinaan dan Pengawasan
Sanksi, dan
PendanaanPO

R
bo

a

BAB il
TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI DI DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur
ditujukan untuk
a meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat daerah

Provinsi Kalimantan Timur,
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b mengurang kesenjangan antar-wilayah terutama antara kawasan

perdesaan dengan kawasan perkotaan di daerah Provinsi Kalimantan
Timur melalui pengembangan potensi sumberdaya pertanan dan
pengelolaan sumberdaya alam lainnya untuk mempercepat pengembangan

Kota-kota
kecil dan menengah sebagai motor penggerak pembangunan

aerah,
c meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat setempat sekaligusmemberikan peluang kepada masyarakat dari daerah lan untuk

memperoleh akses tempat tinggal, peluang berusaha, dan kesempatan
bekerja di daerah Provinsi Kalimantan Timur,

d menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang pertanian,

pengelolaan
sumberdaya alam, industri, dan/atau perdagangan dan jasa,an

e mempercepat terwujudnya integrasi masyarakat

Pasal 6

Sasaran yang harus dicapai dalami pelaksanaan pembangunan transmigrasi di
daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi
a terbuka dan berkembangnya wilayah pinggran di daerah Provinsi

Kalimantan Timur yang dimulai dari kawasan perdesaan menjadi klaster-
klaster sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam yang
memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruatigan dengan kota-kota
kecil dan menengah sebagai pusat kegiatan perekonomian dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan kualtas hidup masyarakat dengan
mengarusutamakan masyarakat setempat,

b terlaksananya pembangunan dan pengembangan potensi sumberdaya
pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya sebagai satu kesatuan
sistem pengembangan, dan

c terwujudnya pembangunan dan pengembangan potensi sumberdaya
pertanian dan sumberdaya alam lainnya sebagai bagian dari pembangunan
dan pengembangan kewilayahan, khususnya kawasan perdesaan yang
berkaitan erat dengan upaya peringkatan kesejahteraan dan kualitas
kehidupan masyarakat sekaligus penguatan Desa menjadi kekuatan
ekonomi

Pasal 7

Pelaksanan pembangunan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur
diarahkan kepada terwujudnya keseimbangan dalam pengelolaan potensi
sumberdaya dengan sebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan
daya dukung alam dan daya tampung lingkunganNe Ne

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur
bertanggung jawab atas
a pembinaan, pengaturan, koordinasi, dan mediasi dalam proses

pelaksanaan pembangunan transmigrasi,
b fasilitasi dalam proses pelaksanaan pembangunan transmigrasi,
c sinkrorusasi dan integrasi dalam proses penyusunan RKT,



(2)

(8)

(4)

(5)

(7)

(8)

(2)
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d kerjasama pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi dengan
pemerintah daerah provinsi asal,

e pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan
pembangunan transmigrasi, dan

f pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi yang berada dalam deliniasi kawasan Strategis provinsi

Pembinaan, pengaturan, koordinasi, dan mediasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penetapan kebyakan daerah
provinsi, penyediaan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
rapat koordinasi, bimbingan teknis lapangan dan/atau berbagai
pertemuan dan konsultasi

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan
dalam bentuk bimbingan dan/atau pemberian dukungan tenaga, fasilitasi
sarana dan prasarana, dan/atau fasilitasi pendanaan

Sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan RKT sebagaimanadimaksud pada ajat (1) huruf c dilaksanakan melalu bimbingan teknis
dan/atau bantuan teknis penyusunan RKT serta evaluasi kesesuaian RKT
untuk menjamin sinkronisasi RKT dengan kebyakan pembangunan
daerah provinsi

Kerjasama pelaksanaan pembangiinhan kawasah transmigrasi dengan
pemerintah daerah provinsi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilaksanakan dengan menjaln kerjasama pelaksanaan
pembangunan kawasan transmigrasi antara pemerintah daerah Provinsi
Kalimantan Timur dengan pemerintah daerah provinsi asal

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar perjanjian
kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintah daerah
kabupaten/kota di daerah Provinsi Kallmantan Timur dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota asal

(6)

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
sebigaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mericakup keseluruhan
proses pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi

BAB III
TRANSMIGRAN DAN PERLAKUAN KEPADA PENDUDUK SETEMPAT

SEBAGAI TRANSMIGRAN

Pasal 9

Setiap warga Negara Republik Indonesia dapat ikut serta sebagai
transmigran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(1

Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah Provinsi
Kalimantan Timur dapat berasal dari
a Daerah kabupaten/kota di daerah provinsi asal,



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
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b Daerah kabupaten/kota asal di daerah Provinsi Kalimantan Timur,dan/atau, dan
c Penduduk permukiman yang dipugar dalam delmasi kawasan

transmigrasi,

Pasal 10

Transmigran yang berasal dari kabupaten/kota di daerah provinsi asaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakanberdasarkan perjanjan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(1

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanuntuk melengkapi SDM yang telah ada dengan SDM yang memiliki
kompetensi dalam rangka mengembangkan potensi sumberdaya yangtersedia di kawasan transmigrasi

Perjanjian Kerjasama sebagarmana dimaksud pada ayat (2) meliputia Perjanjan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintahdaerah Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah daerah provinsi
asal, dan

b Perjanjan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara pemerintahdaerah kabupateti/kota di Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan
pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi asal

Obyek perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aadalah kawasan transmigrasi

Obyek perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah Satuan Permukiman dalam kawasan transmigrasi

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

(6)

Pasal 11

Transmigran yang berasal dari daerah kabupaten/kota di daerah Provinsi
Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b
diprioritaskan bagi penduduk dari daerah kabupaten/kota yang
Kepadatan penduduknya melebihi batas ambang Keserasian jang
ditetapkan

Daerah kabupaten/kota asal transmigran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala SKPD
Provinsi Kallmantan Timur yatig menyelenggatakati urusan perierintahan
di bidang transmigrasi

(2)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selam didasarkan pada
batas ambang keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jugadidasarkan atas kesepakatan antar pemerintah kabupaten/kota yang
bersangkutan

(3)



(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)
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Tata cara penetapan daerah kabupaten/kota asal transmigransebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur
(4)

Pasal 12

Penduduk permukiman yang dipugar dalam delmiasi kawasan
transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf cdiberikan perlakuan sebagai transmigran

(1

Perlakuan sebagai transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)

Pasal 13

Penduduk setempat yang diberikan perlakuan sebagai transmigransebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan pelatihan ketrampilansesuai dengan jenis transmigrasi yang dikembangkan di SP yang
bersangkutan

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
meningkatkan kompetensi sesua1 dengan standar yang ditetapkan olehMenteri

Selain untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diarahkan
untuk memberikan bekal kemampuan adaptasi dalam membangunkeserasian hubungan bermasyarakat di kawasan transmigrasi

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapatdilaksanakan oleh SKPD pemerintah daerah provinsi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasiberdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota
yang bersangkutan

Pasal 14

Penempatan transmigran dari daerah provinsi asal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 dan penempatan transmigran dari daerah
kabupaten/kota di daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan pernyataan
kesiapan penempatan dari Gubernur

(1

Pernyataan kesiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan berdasarkan pernyataan kesiapan penempatan dari
Bupati/walikota yang bersangkutan

Berdasarkan pernyataan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)SKPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
transmigrasi dapat melakukan peninjauan lapangan

Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam laporan tertulis
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(5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasarpenerbitan pernyataan Gubernur tentang kesiapan penempatan

(6) Tata cara penerbitan pernyataan kesiapan penempatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (S) diatur dengan PeraturanGubernur

BAB IV
KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 15

(1) Kawasan Transmigrasi di daetahi Provizisi Kalitnaritan Tinuf dibangundan dikembangkan di kawasan perdesaan sesuai dengan peruntukankawasan yang ditetapkan dalam RTRW

(2) Bentuk dan struktur kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang:undangan

Pasal 16

Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikembangkanuntuk mendukung misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam
a mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan

pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi,b mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan
proporsional, dan

c mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandini, berdayasaing
tinggi dan berakhlak mulia

Pasal 17

Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh
Menteri berdasarkan usulan dari pemerintah daerah secara berjenjang

BAB V
PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN PENYEDIAAN TANAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Perencanaan kawasan transmigrasi dilaksanakan untuk menyusun RKT
dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi

(2) Pe€rencariaan Kawasan tran$smigrasi Sebagaimana diaksud pada ajat (1)
dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif

(3) Perencanaan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan untuk menghasilkan
a RKT, dan
b Rencana perwujudan kawasan transmigrasi



(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

Pasal 19

Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf adilaksanakan terintegrasi dalam rencana tata ruang kawasan perdesaan

Dalam hal rencana tata riing kawasan perdesaan sebagamanadimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyusunan rencana kawasan
transmigrasi dilaksanakan dengan mengacu pada RTRW dan rencana
rincinya

(2)

Pasal 20

Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan
berdasarkan hasil penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan
transmigrasi

Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan
melalui proses pencadangan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
Kejelasan mengenai dehniasi dan status penggunaan tanah dalam area
kawasan yang dicadangkan

Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
paling sedikit menggambarkan rancangan penggunaan tanah yang dapat
dikembangkan untuk pembangunan dan pengembangan"
a SKP berikut prasarana dan sarana pendukungnya,
b KPB berikut prasarana dan sarana pendukungnya, dan
C jaringan prasarana kawasan transmigrasi

Pasal 21

Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20
dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat
pada kawasan yang bersangkutan

Pengikut-sertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dilaksanakan melalu: kegiatan
a publikasi melalui media massa, dan
b dialog

Pasal 22

Publikasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21(1
ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk menyampaikan informasi tentang
rencana penyusunan RKT



(1)

(3)

(4)
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Publikasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
(2)

dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali sebelum proses penyusunan RKTdilaksanakan

Pasal 23

Dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf bdilaksanakan untuk menghimpun aspirasi, menumbuhkan keyakinan,dan membangun kesepahaman masyarakat tentang manfaat yang akandiperoleh atas pembangunan kawasan transmigrasi
Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3(uga) kali sebelum dan/atau dalam proses pelaksanaan penyusunan RKT

(2)

Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPDdaerah provinsi bersama SKPD kabupaten/kota yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang transmigrasi

Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3j dipimpin oleh pejabat SKPDyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dansekurang-kurangnya dukuti oleh
a Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa atau sebutanlan yang wilayahnya direncanakan,
b Kepala desa atau sebufan lam yang wilayahnya direncanakan,c Pejabat perangkat desa atau sebutan lan yang wilayahnyadirencanakan, dan
d 3 (tiga) orang wakil masyarakat setiap Desa atau sebutan lain yangwilayahnya direncanakan

Hasil dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalamberita acara kesepahaman yang ditanda-tangami oleh pimpinan dialog, 1
(satu) orang dari unsur Badan Permusyawaratan Desa, 1 (satu) orangunsur perangkat Desa, serta 3 (tiga) orang wakil masyarakat setiap Desa
atau sebutan lain

(5)

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dokumen perencanaan RKT

(6)

Pasal 24

Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai denganPasal 23 dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(1

Dalam hal wilayah perencanaan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup layah dua kabupaten/kota atau lebih, penyusunan RKT
dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi

Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

(2)

dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota yang
bersarigktitah

(3)



(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 25

Pemerintah daerah provinsi berwenang melakukari snikrenisasi terhadaphasil penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)yang drusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalu Gubernur

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
menyesitaikan RKT dengan kebyakan pembangunan daerah provinsi

Pasal 26

Dalam melakukan sinkronisasi dan integrasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 ayat (2) Gubernur membentuk Tm sinkronisasi dan
integrasi RKT

(1

Tim sinkronisasi dan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas melaksanakan pengkajan dan evaluasi terhadapmanfaat dan kesesuaian RKT dengan kebyakan pembangunan daerah
provinsi

(2)

Susunan keanggotaan Tim Sinkromsasi dan integrasi RKT sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari
a Kepala Bappeda sebagai Ketua merangkap anggota,
b Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

transmigrasi sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan
c Unsur-unsur SKPD atau Badan yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah,
pemerintahan desa, transmigrasi, penataan ruang, pertanian,
pertanahan, statistik, perkebunan, pertambangan, kelautan dan
perikanan, perhubungan, kehutanan, perindustnan, perdagangan,
pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan/atau koperasi danUKM sebagai anggota.

Keanggotaan dari unsur-unsur SKPD atau Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c adalah pejabat yang diberikan tugas secara tertuls
oleh pimpinan SKPD atau Badan yang bersangkutan

Pasal 27

Hasil sinkronisasi dan integrasi yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam Berita Acara disertar
rekomendasi

Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan
bahwa RKT telah simkron dan terintegrasi dengan kebyakan
pembangunan daerah provinsi, Gubernur meneruskan usulan RKT
kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi

Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan
bahwa RKT belum atau tidak sinkron dan belum atau tidak terintegrasi
dengan kebyakan pembangunan daerah provinsi, Gubernur
mengembaiikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan
disertai catatan dan arahan perbaikan

(3)
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(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus
sudah disampaikan kepada bupati/walikota pengusul paling lama 60
f(enampuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan

Pasal 28

Berdasarkan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang telah
ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi oleh Menteri, Gubernur
a meneruskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar

penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi dan penyelesaranstatus tanah, dan
b menyalin kerjasama pelaksanaan transmigrasi dengan pemerintah daerah

provinsi asal

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Paragraf i
Umum

Pasal 29

(1) Penyusinan rencana perwujudan kawaSari transmigrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai
tindaklanjut dari RKT yang telah ditetapkan menjadi kawasan
transmigrasi

(2) Rencana perwujudan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari
a Rencana pembangunan kawasan transmigrasi, dan
b Rencana pengembangan kawasan transmigrasi

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pasal 30

Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a mencakup
a Rencana SKP, dan
b Rencana Detail KPB

Pasal 31
Rencana SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan
dasar dalam
a Penyelesaian status tanah, dan
b Penyusunan rencana tekris
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(3)
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Pasal 32

Penyelesaran status tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a
mencakup tanah-tanah yang dialokasikan peruntukannya bagi
a pembangunan SP-Baru,
b pembangunan SP-Pugar,
c pembangunan prasarana dan sarana kawasan, dan
d pengembangan investasi

Penyelesaran status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf c dilaksanakan melalui proses pengurusan HPL sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1j huruf b
dilaksanakan melalui proses konsolidasi tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilaksanakan melalui proses pengurusan HGU sesuam dengan keterituan
peraturan perundang-undangan

(4)

Pasal 33

Penyusunan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf
b dilaksanakan berdasarkan hasil penyelesaaan status tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

Penyusunan rencana teknis sebagaimana pada ayat (1) mencakup
a rencana tekrus SP: dan
b rencana teknis detail prasarana dan sarana kawasan

Tata cara penyusunan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
tiridangan

Pasal 34

Rencana detail KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf
b merupakan dasar dalam penyelesaian status tanah dalam KPB dan
pembangunan prasarana dan sarana KPB

Penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup tanah-tanah yang dialokasikan peruntukannya bagi

zona permukiman,
zona industri,
zona perdagangan dan jasa,
zona pelayanan umum,
ruang terbuka hyau, dan
jaringan prasarana antarzona dalam KPB

a
b
c
da

e,
f

Penyelesaian status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui proses pengurusan HPL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Penyusunan rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakupa Rencana pengembangan SP:

Rencana pengembangan SKP,
Rencana pengembangan KPB, dan
Rencana pengembangan kawasan transmigrasi

(2)
D
O

O
p

Pasal 38

Rencana pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan pendekatan kebutuhan masyarakat
(community need based development)

Pendekatan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan

Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bertanggung
jawab terhadap proses, hasil, manfaat dan kegagalan pembangunan yang
direncanakan

Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan dengan rujukan
a Hubungan antara masyarakat, pendamping, aparat, dan swasta

adalah hubungan kemitraan,
b Kegiatan dilaksanakan berdasarkan keswadayaan, sedang pemerintah

memberikan fasilitasi yang bersifat stimulan dan dukungan, dan
c Kegiatan pemerintah dan atau pemerintah daerah diarahkan dalam

rangka penguatan kelembagaan masyarakat

Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut
a Kegiatan dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat pelakunya

(acceptable),
b Pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka ftransparan) dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (accountable), dan
c Kegiatan bermanfaat secara berkelanjutan (sustainable)

Pasal 39

Tata cara penyusunan rencana pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 dan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perturan
perundang-undangan

(1)

BAB VI
PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 40

Pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan setelah kawasan
transmigrasi ditetapkan oleh Menteri
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Pembangunan kawasan transmigrasi yang berada dalam delimasi
kawasan strategis provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembangunan kawasan transmigrasi diluar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4i

Pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
dilaksanakan untuk
a

b

Cc

menyediakan permukiman di kawasan transmigrasi yang layak humi, layak
usaha dan layak berkembang sesiiai dengan kriteria yang ditetapkan:
menata persebaran penduduk di kawasan transmigrasi yang serasi dan
seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan
menyediakan jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi

Pasal 42

Pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
mencakup
a pembangunan fisik kawasan transmigrasi, dan
b penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi

(1)

(2)

(1)

Pasal 43

Peribatiguriati fisik kawasati tranSinigrasi sebagairiana diiiaksud dalam
Pasal 42 huruf a dilaksanakan melalui
a pembangunan SP,
b pembangunan pusat SKP,
c pembangunan KPB, dan
d pembangunan jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi

Pembangunan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
berupa
a pembangunan SP-Baru, dan
b pembangunan SP-Pugar

Pasal 44

Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a
dan pembangunan pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) huruf b dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan dalam rencana
SKP

Pembangunan SP dan pembangunan pusat SKP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan arsitektur budaya
lokal dan memprioritaskan pemanfaatan bahan-bahan baku produksi
lokal

(2)
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Pasal 45

(1) Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) hurufc dilaksanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan yang berfungsi
sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi

(2) Pembangunan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pada zona yang ditetapkan dalam RKT dan hasil perencanaan KPB

Pasal 46

Pembangunan jaringan prasarana dasar kawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menghubungkan antarSKP dan antara SKP dengan KPB dalam kawasan transmigrasi

Pasal 47

(1) Dalam hal di dalam pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
dan di dalam KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperlukan
pembangunan sarana komersial dapat dilaksanakan dengan
mengikutsertakan badan usaha

(2) Tata cara mengikutsertakan badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pasal 48

Pembangunan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan rencana tekms SP yang bersangkutan dan
ketentuan musyawarah yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)

Pasal 49

(1) Pembangunan fisik kawasan transmugrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

(2) Dalam hal kegiatan pembangunan fisik kawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berskala lokal Desa pelaksanannya diserahkan dan/atau
bekerjasama dengan Pemerintah Desa

Pasal 50

Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mencakup
a penataan penduduk setempat, dan
b fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran

b
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(3)

(1)

(2)
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Pasal 51

Penataan pendiiduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf a dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan kepada
penduduk setempat yang tinggal di permukiman yang dipugar dalam
delnasi kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf cjo Pasal 12 dan Pasal 13

Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran dilaksanakan dalam
rangka memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada transmigran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b

(2)

Tata cara pelaksanaan penataan penduduk setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tata cara fasilitasi perpindahan dan
penempatan transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB Vil
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 52

Pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan
kawasan transmigrasi menjadi sistem produksi pertanan dan
pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan
hirarkh1 keruangan dengan pusat pertumbuhan sebagai satu kesatuan
sistem pengembangan

Pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sebagai instrumen untuk mempercepat, meningkatkan
kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di
kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif

(1

(2)

Pasal 53

Pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 dilaksanakan berdasarkan hasil rencana pengembangan
kawasan transmigrasi

Pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup
a pengembangan SP,
b pengembangan SKP,
Cc pengembangan KPB, dan
d pengembangan kawasan transmigrasi

Tata cara pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesua1
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3)
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BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 54

Gubernur melakukan peribmain dan pengawasan terhadap prosespelaksanaan transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintahkabupaten/kota di wilayahnya

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ieliputi Keselufihati proses pelaksanaan peinbarifiunain kawasafi
transmigrasi yang mencakup
a Persiapan dan perencanaan kawasan transmigrasi, serta penyediaantanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi,b Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasantransmigrasi,
c Pelaksanaan pembangunan fisik permukiman dan kawasan

transmigrasi,
d Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, dan
e Pengembangan kawasan transmigrasi

(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2jdilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang transmigrasi berkoordinasi dengan SKPD atau Badan terkait

Pasal 55

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 54, Gubernur
a menetapkan kebyakan pelaksanaan transmigrasi sejalan dengan

kebyjakaii perierititah daefah provitisi:
b menetapkan pengaturan pelaksanaan sebagai instrumen pelaksanaan

kebyakan,
c melaksanakan bimbingan teknis dan/atau pembinaan teknis terhadapkeseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi,
d koordinasi dan/atau mediasi dalam keseluruhan proses pelaksanaan

transmigrasi,
e memberikan fasilitasi dalam keseluruhan proses pelaksanaan

transmigrasi,
f melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan

proses pelaksanaan transmigrasi, dan
g memberikan teguran dan/atau sanksi dalam hal terjadi

penyimpangan pelaksanaan

Gubernur berhak meminta laporan dari Bupati/walikota yangmelaksanakan pembangunan kawasan transmigrasi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disampaikanoleh bupati/walikota 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan kegiatanselesai
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Gubernur melaksanakan evaluasi terhadap laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (3)

Gubernur melaporkan pelaksanaan transmigrasi di wilayahnya kepadaMenteri palmg lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima laporanBupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

(5)

Bagian Kedua
Sanksi

Paragraf 1

Sanksi Administratif

Pasal 56

SKPD dan/atau instansi pemerintah daerah provinsi yang melaksanakan
penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan
penyelesaran status tanah melanggar Pasal 36 dengan tidak mengikut-sertakan masyarakat melalii musyawarah dikenakan sarksiadministratif

Setiap orang yang mengingkari kesepakatan sebagaimana tertuang dalamberita acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6)dari Pasal 36 ayat (5) dikenakan sanksi administratif

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pengingkaran kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapatdugaan pelanggaran pidana, SKPD dan/atau instansi pemerintah daerah
provinsi meneruskan dugaan pelanggaran pidana kepada instansi
penegak hukum yang berwenang

(3)

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dan tata cara meneruskan dugaan pelanggaran pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Sanksi Pidana

Pasal 57

Setiap orang yang memanfaatkan secara tidak sah atas tanah dalam
kawasan transmigrasi yang legaltas statusnya telah diselesaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), danPasal 34 ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan berita acara musyawarah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) yang mengakibatkan
perubahan fungsi yang ditetapkan dalam rencana SKP dan/atau rencana
KPB dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2)
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BAB IX
PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilaksanakanberdasarkan prinsip efektif, efisen, akuntabel, transparan dan
berkelanjutan

(1

Pendanaan pelaksanaan pembangunan transmigrasi bersumber daria APBD dan/atau sumber dana lam yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

b APBN melalui Kementerian/Lembaga sesum dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

(2)

Pengelolaan dana pelaksanaan pembangunan transmigrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 59

Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus
diperuntukkan bagi proses pelaksanaan pembangunan transmigrasi
Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatanperencanaan dan penataan pertanahan, pembangunan kawasan,penataan persebaran penduduk, dan pengembangan kawasan
transmigrasi

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah mi Semua ketentuanpelaksanaan pembangunan transmigrasi yang diterbitkan sebelum
Peraturan Daerah mi dinyatakan tidak berlaku

Pelaksanaan pembangunan transmigrasi yang dilaksanakan sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah 11 tetap dilanjutkan dan harus
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat dalam waktu 2
(dua) tahun
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan daerah 1in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2015

Plt SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (2/2015)

Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620527 198503 1 006

KEPALA BIRO HUKUM,

SURDTO, SH
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan daerah imi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah imi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2015

Plt SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (2/2015)

Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

— Goe——PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620527 198503 1 006



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

UMUMI

Prounsi Kalmantan Timur merupakan salah satu provinsi di
Indonesia yang kaya potensi sumber daya alam, baik dilihat dari sisi jumlah
maupun keanekaragamannya seperti pertanian, perkebunan, kehutanan,
pertambangan, dan perikanan Namun pengelolaan potensi sumber daya
alam tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal karena dua hal
Pertama, ketimpangan persebaran penduduk antar wilayah di daerah
Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan semakin lebarnya kesenjangan
pertumbuhan antar wilayah yang cukup taam Kondisi tersebut
mengakibatkan upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk
meririgkatkan kesejahteraan dan kualtas Kehidupan masyarakat di
kawasan perdesaan menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan
akses dari dan ke kawasan perdesaan Kedua, lebarnya kesenjangan antar
wilayah tersebut juga berdampak adanya beberapa wilayah terisolir,
terutama wilayah pinggiran seperti kawasan perdesaan, kawasan
perbatasari afitar Negara, dafi pulau-pulau kecil terluar sehirigga
pertumbuhannya lambat akibat terluar terkendala oleh rendahnya
dukungan aksesibilitas Kondisi tersebut mengakibatkan biaya distribusi
barang dan jasa serta mobilitas manusia relatif kurang ekonomis yang
berdampak pada rendahnya daya sang wilayah Akibatnya, Provinsi
Kalimantan Timur sebaga penyumbang devisa yang cukup besar bagi
negara, pertumbuhan wilayah, produktivitas, tingkat kesejahteraan, dan
kualitas kehidupan masyarakatnya relatif tertinggal dibanding dengan
provinsi lan, terutama dengan provinsi-provinsi di pulau Jawa dan
Sumatera

Pelaksanaan transmigrasi di daerah Provinsi Kalimantan Timur
selama ini telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap
pertumbuan kawasan perdesaan Namun demikian karena orientasi
pelaksanan transmigrasi lebih berfokus pada pembangunan unt
permukiman transmigrasi, bersifat sporadis, dan lebih mengedepankan
aSpek perpindahan penduduk dan daerah lan, maka perhatian kepada
masyarakat setempat relatif kurang proporsional Selam itu, keberadaan
permukiman transmigrasi yang terpencar dalam unit-unit permukiman yang
ekslusif, selan belum mampu membentuk satu kesatuan sistem
pengembangan ekonomi wilayah, juga berpotensi memmbulkan
kecermburuari periduduk seternpat

Menyadari realitas tersebut, tujuan pembangunan jangka panjang
daerah Provinsi Kalimantan Timur sampa dengan tahun 2025 adalah
mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang adil dan sejahtera dalam
pembangunan berkelanjutan sebagai landasan bagi tahap pembangunan
berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang tersebut,
sasaran pokok pembangunan di bidang kewilayahan adalah terwujudnya
pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan
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wilayah berbasis ekonomi dan ekologi, sedangkan di bidang sumber dayamanusia adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia KalimantanTimur yang mandi, berdayasaing tinggi dan berakhlak mula Untuk
mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi KalimantanTimur diarahkan pada terbukanya isolasi wilayah untuk menciptakan iklimkondusif bagi pengembangan potensi sumberdaya pertanian dan
pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia untuk mewujudkan visi jangka
panjang daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu terwujudnya masyarakatyang adil dan sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan Untuk
mencapai arah pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi KalimantanTimur mengembangkan tiga strategi Pertama, pendekatan pembangunanpertanian tidak hanya berorientasi produksi tetapi lebih berorientasi bisnis,dalam arti aspek usaha dan pendapatan petani menjadi pertimbanganutama Kedua, pembangunan pertanian bukan semata pembangunansektoral, namun juga terkait dengan sektor lan (hntas/inter-sektoral)Ketiga, pembangunan pertanian bukan pengembangan komoditas secara
parsial, melaimkan sangat terkait dengan pembangunan kewilayahan,
khususnya wilayah perdesaan yang berkaitan erat dengan upaya
peningkatan pendapatan petani sekaligus penguatan desa sehingga desa
benar-benar menjadi kekuatan ekonomi

Sejalan dengan strategi tersebut dan sering dengan perubahan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka
pelaksanaan transmigrasi perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan
mengubah fungsi dari sekedar sebagai pendukung pembangunan daerah
menjadi instrument pembangunan kawasan perdesaan, sejalan dengan visi
“membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa
dalam kerangka NKRI” Persoalannya, sampai saat imi belum ada payunghukum yang operasional untuk memerankan fungsi Pemerintah Provinsi
Kalmantan Timur sebagai pemrakarsa dan pelaksana pelaksanaan
pembangunan transmigrasi skala provinsi sebagaimana diatur Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimanadiubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur tentang Pelaksanaan PembangunanTransmigrasi Peraturan Daerah tersebut harus dimaknai sebagai upaya
pengaturan teknis pelaksanaan transmigrasi untuk menjabarkan dan
melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian beserta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 yangantara lain guna menegaskan peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
khususnya disesuaikan dengan realitas dinamika dan aspirasi sosial
budaya masyarakat setempat Peraturan Daerah tersebut juga sekaligus
merupakan upaya sinkronisasi dari berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pengembangan, penataan, dan
pengelolaan kawasan perdesaan meryadi sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan
merarki keruangan dengan pusat pertumbuhan sebagai satu kesatuan
sistem pengembangan Dengan demikian, Peraturan Daerah tentangPelaksanaan Transmigrasi tersebut merupakan acuan kerja aparat jajaranPemerintah Provinsi Kalimantan Timir dalam mengembangkan inovasi
model-model pembangunan daerah serta melaksanakan pembangunan
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transmigrasi yang memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan daerah
dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat
setempat Provinsi Kalimantan Timur

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengarusutamakan kesejahteraan
masyarakat setempat” dalam Pasal mi harus dimaknai bahwa
pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi harus
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,
sedangkan perpindahan penduduk dari daerah provinsi dan/atau
kabupaten asal lam merupakan konskuensi dari pembangunan
kawasan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM yangmemiliki kompetensi yang diperlukan di kawasan transmigrasi

Huruf b
Yang dimaksud dengan mengurang kesenjangan antar-wilayah
dalam Pasal imi harus dimaknar bahwa pembangunan kawasan
transmigrasi merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan
perdesaan di wilayah-wilayah terisolir sehingga setiap kawasan
akan terbentuk pusat-pusat pertumbuhan yang berdaya saing
secara merata

Huruf c
Yang dimaksud dengan mempercepat integrasi masyarakat dalam
Pasal imi harus dimaknai bahwa pembangunan kawasan
transmigrasi merupakan upaya untuk mewujudkan kawasan
transmigrasi sebagai satu kesatuan masyarakat yang berwawasan
kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 6
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
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Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Yang dimaksud dengan delinasi dalam Pasal mi adalah garisbatas kawasan yang menggambarkan bahwa suatu kawasan
termasuk dalam kawasan strategis provinsi

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
ini adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ayat (7)
Cukup jelas
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Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
im adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri terkait sebagai
peraturan pelaksanannya

Ayat (2)

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan daerah kabupaten/kota di daerah
provinsi asal pada ayat ini adalah daerah kabupaten/kota
dalam wilayah provinsi asal di luar provinsi Kalimantan
Timur,

Huruf b

Yang dimaksud dengan kabupaten/kota asal di daerah
provinsi provinsi Kalimantan Timur pada ayat imi adalah
daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan
Timur,

Huruf c

Yang dimaksud dengan penduduk permukiman yang
dipugar dalam delimiasi kawasan transmigrasi pada ayat m1
adalah penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian,

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
1m adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri terkait sebagai
peraturan pelaksanannya
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kompetensi pada ayat mi adalah
seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus
dimiliki, dihayati, dikuasat, dan diaktualisasikan oleh SDM yangbersangkutan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yangtersedia di kawasan transmigrasi

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kawasan transmigrasi pada ayat 1in1
adalah kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Pasal 12

Cukup jelas

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan batas ambang keserasian yang ditetapkan
pada ayat mi adalah batas ambang keserasian penduduk dengan
daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang ditetapkanoleh instansi yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kesepakatan antar pemerintah
kabupaten/kota yang bersangkutan pada ayat imi adalah
kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota yang
mengembangkan kawasan transmigrasi dan pemerintah
kabupaten/kota asal transmigran,

Ayat (4)

Pasal 13

Cukup jelas

Ayat (1)
Yang dimaksud penduduk permukiman yang dipugar pada ayat
mi adalah penduduk setempat yang tinggal menetap di
permukiman yang dipugar yang memenuhi syarat sebagaimanadiatur dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
m1 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimanadiubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimanadiubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri terkait sebagai
peraturan pelaksanannya

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan jenis transmigrasi yang di kembangkan di
SP yang bersangkutan pada ayat im adalah jenis transmigrasi
Transmigrasi Umum atau Transmigrasi Swakarsa Berbantuan
atau Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan standar kompetensi pada ayat mi harus
dimaknai sebagai ukuran kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap
dalam bekerja kerja dan/atau berusaha di kawasan transmigrasi
sesuai dengan pola usaha pokok yang dikembangkan
Yang dimaksud dengan ditetapkan oleh Menteri pada ayat imi
adalah penetapan standar kompetensi transmigran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) PP Nomor 3 Tahun 2014

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan hasil koordinasi pada ayat imi adalah
kesepakatan tertulis mengenai jenis pelatihan yang diperlukan
serta SKPD yang disepakati untuk melaksanakan pelatihan,

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
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Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peruntukan kawasan pada ayat ini adalah
peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW seperti antara
laun kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan,
industri, pariwisata, dan lain-lain

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
m1 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri terkait sebagai
peraturan pelaksanannya

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif pada ayat ini
adalah perencanaan yang proses pelaksanaannya melibatkan
masyarakat secara aktif

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
mi adalah Undang-undang mengena pertanahan berikut
peraturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 15 Tahun
1997 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, danPeraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menter1i/Lembagaterkait sebagai peraturan pelaksanannya,

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan delmiasi dan status penggunaan tanah
pada ayat ini adalah peta batas area kawasan yang dicadangkan
disertaa dengan keterangan tentang status penggunaan tanah
pada kawasan yang dicadangkan

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan rancangan penggunaan tanah pada ayat
ini adalah gambaran tentang rancangan pengggunaan tanah yang
dicadangkan
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
1m adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimanadiubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimanadiubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri
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terkait
peraturan pelaksanannya

sebagai

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
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Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
im adalah Undang-undang dan peraturan pelaksanaan mengenai
pertanahan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, dan
Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga
terkait sebagai peraturan pelaksanannya

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
imi adalah Undang-undang dan peraturan pelaksanaan mengenai
pertanahan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, dan
Peraturan Pemerimtah dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga
terkait sebagai peraturan pelaksanannya
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Ayat (4)

Pasal 34

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
mi adalah Undang-undang dan peraturan pelaksanaan mengenai
pertanahan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, dan
Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga
terkait sebagai peraturan pelaksanannya

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 35

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
ini adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri terkait sebagai
peraturan pelaksanannya

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 36

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
im adalah Undang-undang dan peraturan pelaksanaan mengenai
pertanahan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, dan
Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga
terkait sebagai peraturan pelaksanannya

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
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Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
ini adalah Undang-undang dan peraturan pelaksanaan mengenai
pertanahan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, dan
Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga
terkait sebagai peraturan pelaksanannya

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
ini adalah Undang-undang dan peraturan pelaksanaan mengenai
pertanahan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, dan
Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri/Lembaga
terkait sebagai peraturan pelaksanannya
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Pasal 35

Cukup jelas |

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat ini
adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri
terkait sebagai peraturan pelaksanannya
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Pasal 40

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal mi
adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemernntah Nomor 3
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri
terkait sebagai peraturan pelaksanannya

Pasal 41

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
in1 adalah Undang-undang mengenai Penataan Ruang beserta
peraturan pelaksanaannya

Ayat (2) |

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
mi adalah Undang-undang mengenai Penataan Ruang beserta
peraturan pelaksanaannya

|

Pasal 42
Huruf a

Yang dimaksud dengan layak hum, layak usaha, dan layak
berkembang dalam Pasal imi adalah kelayakan suatu permukiman
sebagai tempat tinggal, tempat berusaha, dan tempat bekerja
Yang dimaksud dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal ini
adalah kriterra kelayakan yang ditetapkan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) PP Nomor 3 Tahun
2014 |

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya dukung alam” dalam Pasal ini
adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan
sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta
makhluk lain secara berkelanjutan
Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” dalam Pasal
m1 adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk
memenuhi perikehidupan penduduk

Huruf c

Yang dimaksud dengan jaringan prasarana dasar dalam Pasal ini
adalah jaringan prasarana yang menghubungkan antar SP dalam
SKP dan antar SKP dalam kawasan transmigrasi

Pasal 43

Cukup jelas



Pasal 44

Ayat (1)
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Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 45

Cukup jelas

Ayat (1) |

Ayat (2)

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas
|

|

,

Yang dimaksud dengan memperhatikan arsitektur budaya lokal
pada ayat ini dimaknai bahwa pembangunan sarana perumahan
dan fasilitas umum dalam SP perlu melestarikan arsitektur
budaya setempat sesuai dengan kemampuan anggaran yang
tersedia |

Yang dimaksud dengan memprioritaskan bahan baku produksi
lokal pada ayat ini dimaknai sebagai upaya untuk tidak serta
merta menggunakan bahan baku dari luar daerah apabila bahan
baku produksi masyarakat setempat tersedia dengan kualitas dan
harga yang setara,

Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 47

Cukup jelas

Cukup jelas |

Pasal 48

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sarana komersial pada ayat ini adalah
sarana SP yang dibangun pada zona komersial dan dirancang
untuk kegiatan komersial, seperti antara lam pertokoan,
perbengkelan, industri, terminal, penginapan atau hotel dan lam-
lam

!

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat1 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
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Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri terkat sebagai
peraturan pelaksanannya

!

|

!

t

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1) |

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
imi adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri terkait sebagai
peraturan pelaksanannya

Ayat (2) |

Yang dimaksud dengan kegiatan berskala lokal Desa pada ayat imi
adalah kegiatan yang berada di suatu Desa dan tidak terkait
dengan kegiatan di luar Desa yang bersangkutan
Yang dimaksud dengan diserahkan kepada Pemerintah Desa pada
ayat mi dimaknai jika Pemerintah Desa memiliki kemampuan
yang memadai :

Yang dimaksud dengan bekerjasama dengan Pemerintah Desa
pada ayat ini adalah kewajiban pelaksana pembangunan untuk
melibatkan secara aktif Pemerintah Desa sebagai upaya untuk
mendorong peringkatan kemampuan Pemerintah Desa

Yang dimaksud dengan peraturan perundnag-undangan pada ayat
ini adalah Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
|

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
1111 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri terkait sebagai
peraturan pelaksanannya

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

|

|Ayat (3)
|

t
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
m1 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas

Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian, dan Peraturan Menteri terkait sebagai
peraturan pelaksanannya

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

|

|

|

|

|

j

!

|

|
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|

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat
imi adalah

peraturan perundang-undangan tentang hukum
pidana

|

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58 v

Ayat (1)
Cukup jelas

|

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan dana APBN pada ayat ini dapat
berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan dana dari Kementerian/Lembaga
lan

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah pada ayat imi
dapat berasal dari dana Corporate Social Responsibihty
(CSR) yang berasal dari perusahaan swasta, dana Program
Kemitraan dan

Bima Lingkungan (PKBL) dari BUMN, dan
APBD dari

provinsi dan/atau kabupaten/kota lam

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan
pada ayat lm adalah peraturan perundangan mengenai
Keuangan Negara dan APBN

Pasal 59
|

Ayat (1) |

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61 |

Cukup jelas |
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